
WALIKOTA PAYAKUMBUH

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAX,UMBUH

NOMOR: \\b TAIIUN 2016

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

trIALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10

tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan

Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah,

serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan

Peraturan Walikota Payakumbuh tentang tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota

Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a296l;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang



Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502), sebagimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahtn 2072

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOg,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165).

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O 12 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun



Menetapkan

2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan

Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 1

( 1) Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh menyrrsun

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan

mengacu pada Lampiran I Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Daerah.

(21 SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan

dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan.

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 3

Sitem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pedoman atau acuan bagi seluruh SKPD dalam

penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan

penerapan SAP berbasis akrual.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 33 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntansi Akuntansi Pemerintah

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

da tanggal 1o vcr $!\ 1{rb

PIt, UIALIKOTA UMBUHL
IS ft/l

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 9b v(st\-'e'{1u 16\b

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BEN

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2O16 NOMOR: \\\

v


